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PERNYATAAN REVIU ATAS LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
TAHUN ANGGARAN 2020

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Maros untuk Tahun
Anggaran 2020 sesuai dengan Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi
yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Pemerintah

Kabupaten Maros.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan kinerja telah disajikan

secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan

dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Maros, 29 Maret 2020
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PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
INSPEKTORAT DAERAH

JI. Nasrun Amrullah No.3 Maros Sul-Sel, Telp.(0411)371256, Faks (0411)371256 Kode Pos
90516Email : Inspektorat@Maroskab.go.id Website : www.maroskab.go.id

Maros, 29 Maret 2021

Nomor : 700/037 /REV /11DA Kepada
Lampiran : - Yth. Bupati Maros
Perihal : Laporan Hasil Reviu atas di

Laporan Kinerja Instansi Maros

Pemerintah Kabupaten Maros
Untuk Tahun Anggaran 2020

Dengan ini kami sampaikan Laporan Hasil Reviu atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah  Kabupaten  Maros untuk Tahun

Anggaran 2020, sebagai berikut :

1. Pernyataan Reviu

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Maros untuk Tahun Anggaran 2020 sesuai
Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi
yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab
manajemen Pemerintah Kabupaten Maros.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas
laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal
yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan

informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.
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2. Dasar Reviu

a. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

b. Peraturan Menteri Pendayagunaan AparaturNegara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja
dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah;

c. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2021
tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah

d. Surat Perintah Bupati Maros, Nomor: 094/43/A.4/ITDA tanggal
15 Maret 2021.

3. Pelaksanaan Reviu
Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten
Maros untuk Tahun Anggaran 2020dilaksanakan mulai tanggal 16
sampai dengan 31 Maret 2021.

4. Tujuan dan Sasaran Reviu
Tujuan reviu adalah untuk memberikan keyakinan terbatas
laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.
Sasaran reviu adalah Laporan Kinerja Akuntabilitas Instansi
Pemerintah Kabupaten Maros Tahun 2020.

5. Ruang Lingkup Reviu
Ruang lingkup reviu adalah penelaahan terhadap format,
mekanisme penyusunan dan substansi atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah Kabupaten Maros Tahun 2020.
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6. Catatan Hasil Reviu

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, Tim Reviu Inspektorat
Kabupaten Maros telah melaksanakan reviu terhadap draft Laporan
Kinerja Pemerintah Kabupaten Maros dengan metode reviu melalui
desk evaluation dankonfirmasi kepada Kepala Bagian Organisasi
Sekretariat Daerah Kabupaten Maros selaku Tim penyusun
Laporan Kinerja, terdapat hal — hal yang perlu diperhatikan lebih

lanjut pada simpulan dan rekomendasi dibawah ini.

7. Simpulan dan Rekomendasi
7.1 Simpulan
711 Format
Kesimpulan terhadap format Laporan Kinerja Pemerintah
Kabupaten Maros Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

7.1.1.1 Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan tujuan,
sasaran, indikator sasaran sesuai RPJMD namun belum
menyajikan target kinerja sesuai Tabel 5.3 pada RPJMD.
71.2 Mekanisme Penyusunan

Kesimpulan terhadap mekanisme penyusunan laporan
kinerja Pemerintah Kabupaten Maros Tahun 2020
adalah sebagai berikut :

7.1.2.1 Laporan Kinerja IP telah disusun oleh unit kerja yang
memiliki tugas fungsi untuk itu;

7.1.2.2 Mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit
kerja ke unit penyusun Laporan Kinerja belum
memadai karena permintaan data kinerjadari unit kerja
belum di formalkan berupa permintaan resmi dari unit
penyusun sesuai dengan SOP/mekanisme penyusunan
Lkj;
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7.1.2.4

713

7.1.3.1

7.1.3.2

7.1.3.3

7.1.3.4

7.1.3.5

7.1.3.6

7.1.3.7

Penanggungjawab pengumpulan data/informasi belum
ditetapkan di setiap unit kerja terkait melalui Surat
Keputusan Bupati Maros;

Analisis/penjelasan dalam Laporan Kinerja (LKj) belum
diketahui oleh unit kerja terkait.

Subtansi

Kesimpulan terhadap subtansi laporan kinerja
Pemerintah Kabupaten Maros Tahun 2020 adalah
sebagai berikut :

Tujuan/sasaran dalam Laporan Kinerja (LKj) belum
sepenuhnya selaras dengan RPJMD. Terdapat satu (1)
sasaran dalam RPJMD yang tidak dijabarkan dalam
Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja (LKj) yaitu :
Meningkatnya kualitas tenaga kerja dan kesempatan
kerja;

Terdapat perbedaan redaksional pada satu (1) indikator
kinerja dalam dokumen Perjanjian Kinerja dan Indikator
Kinerja Utama (IKU) vyaitu Indeks Kesiapsiagaan
Bencana

Terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu,
standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat;
Indikator Kinerja Sasaran strategis secara umum telah
memenuhi syarat SMART dan cukup

Laporan Kinerja (LK) telah menyajikan alternatif solusi
atas setiap sasaran strategis

Laporan Kinerja (Lkj) belum menyajikan analisis

penyebab keberhasilan/kegagalan tiap sasaran strategis;

Laporan Kinerja (Lkj) belum menyajikan analisis
program/kegiatan yang menunjang keberhasilan tiap

sasaran strategis;
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7.1.3.8 Laporan Kinerja (Lkj) belum menyajikan analisis
efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya atas

setiap sasaran strategis.

7.2 Rekomendasi
Berdasarkan hal tersebut di atas, kami rekomendasikan
kepada Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Maros:
1. Dalam hal format laporan kinerja, agar menampilkan
tujuan, sasaran, indikator sasaran dan target kinerja
sesuai Tabel 5.3 RPJMD.

2. Dalam hal mekanisme penyusunan, agar:
a. Mekanisme penyampaian data dan informasi

dari unit kerja ke unit penyusun Laporan Kinerja
didukung dengan adanya surat edaran yang
berisi mekanisme penyampaian data dan
informasi dari unit kerja ke unit penyusun
Laporan Kinerja (LKj);

b. Penanggungjawab pengumpulan data /informasi
ditetapkan di setiap SKPD terkait/unit kerja
melalui Surat Keputusan Bupati Maros;

c. Analisis/penjelasan dalam Laporan Kinerja
(LK]j) diketahui oleh unit kerja terkait.

3. Dalam hal subtansi, agar:

a. Menyelaraskan tujuan/sasaran dalam Laporan
Kinerja (LKj) dengan tujuan/sasaran dalam
RPJMD;

b. Menyelaraskan indikator kinerja dalam Laporan
Kinerja (LKj) dengan indikator kinerja dalam
dokumen Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja

Utama;
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c. Laporan Kinerja (Lkj) menyajikan analisis
penyebab keberhasilan/kegagalan;

d. Laporan Kinerja (Lkj) menyajikan analisis
program/kegiatan yang menunjang Keberhasilan
tiap sasaran strategis;

e. Laporan Kinerja (Lkj) menyajikan analisis
efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber

daya atas setiap sasaran strategis.

8. Tindak Lanjut Hasil Reviu Sebelumnya.

Hasil reviu sebelumnya belum sepenuhnya ditindaklanjuti.

Demikian laporan hasil reviu ini kami sampaikan sebagai bahan lebih

lanjut.
‘H.AGUSTAM, S.IP., M.Si
. Pangkat”-Pembina Utama Muda
NP~ 219730820 199202 1 001
L. e T T
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LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji dan syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat ALLAH SWT,
karena hanya dengan berbagai limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada kita
semua, sehingga Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Maros Tahun 2020 ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun
2020 merupakan pelaksanaan ketentuan pasal 69 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa
beberapa kewajiban Kepala Daerah antara lain adalah memberikan Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah,
memberikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) kepada DPRD
serta menginformasikan Ringkasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(RLPPD) kepada masyarakat.

Selain itu, laporan ini disusun untuk memenuhi ketentuan Peraturan
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia Nomor 18 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Adapun sistematika laporan ini adalah
sebagai berikut :

BAB | PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.1.1 Penjelasan Umum
a. Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Maros
Data Geografis Kabupaten Maros
Jumlah Penduduk

Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan

®© o 0 T

Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat
Daerah dan Pegawai Pemerintah

f. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Maros Tahun 2020
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LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah
a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah
b. Visi dan Misi
c. Program Pembangunan Daerah  Berdasarkan
Dokumen RPJMD 2016-2021
d. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan
Dokumen RKPD Tahun 2020
1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal
BAB I CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH
2.1. Capaian Kinerja Makro

a. Indeks Pembangunan Manusia
b. Angka Kemiskinan
c. Angka Pengangguran
d. Pertumbuhan Ekonomi
e. Pendapatan Per Kapita
f. Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)
2.2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)
2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)

2.2.3 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan

Pemerintahan

2.3. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah
a. Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020
b. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2020 Dibandingkan
dengan Target Perjanjian Kinerja Tahun 2020
c. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2020 Dibandingkan
dengan Tahun 2019
d. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2020 Dibandingkan

dengan Target Dalam Pembangunan Jangka Menengah
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LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

<>

e. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan
Dengan Hasil (Kinerja) Yang Telah Dicapai
f.  Analisis Program dan Kegiatan Yang Mendukung
Pencapaian Target Kinerja
BAB I CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN
3.1. Tugas Pembantuan Pusat yang dilaksanakan oleh Kabupaten
Maros
3.2. Tugas Pembantuan Provinsi yang dilaksanakan oleh Kabupaten
Maros
BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN
MINIMAL
4.1. Urusan Pendidikan
4.2 Urusan Kesehatan
4.3. Urusan Pekerjaan Umum
4.4. Urusan Perumahan Rakyat
4.5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan
Masyarakat
4.6 Urusan Sosial
BAB V PENUTUP

Dalam pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019
dijelaskan bahwa Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang
selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah
Daerah kepada Pemerintah Pusat yang memuat capaian Kkinerja
penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan
selama 1 (satu) tahun anggaran.

Oleh karena itu, sangat beralasan jika Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah menjadi bahan evaluasi, informasi, dan referensi bagi
pemerintah pusat serta sebagai acuan dalam memberikan pembinaan,
pengawasan dan pengendalian demi pengembangan daerah dimasa yang akan
datang. Di sisi lain, penyusunan LPPD ini merupakan salah satu bentuk upaya
Pemerintah Kabupaten Maros untuk menciptakan pemerintahan yang bersih,
bertanggungjawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif

dan efisien sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

*KABUPATEN MAROGS TAHUN 2020
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LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Maros tahun 2020 ini disampaikan, semoga dapat memberi manfaat
dalam terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang baik di Kabupaten Maros.
Penghargaan yang setinggi-tingginya juga kami sampaikan kepada seluruh
masyarakat dan berbagai pihak yang telah mendukung penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Maros.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

‘KABUPATEN MAROS TAHUN 2020



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kinerja Pemerintah Daerah antara lain dapat dinilai dari tertibnya
administrasi laporan penyelenggaraan pemerintahan, baik dalam bentuk Laporan
Penyelengaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban, dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah. Laporan Penyelengaraan Pemerintahan Daerah mencakup laporan
kinerja instansi Pemerintah Daerah, dan sebagaimana tercantum pada Pasal 70
ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, LPPD digunakan sebagai
bahan evaluasi dan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah oleh

Pemerintah Pusat.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengamanahkan kewajiban
Kepala Daerah menyampaikan LPPD sebagai upaya pertanggungjawaban publik
untuk mendorong terwujudnya pelaksanaan Otonomi Daerah yang sejalan
dengan cita-cita menciptakan pemerintahan yang bersih (clean government),
bertanggungjawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif
dan efisien sesuai dengan prinsip tata Pemerintahan yang baik (good
governance). Kewajiban yang dimaksud disampaikan kepada Pemerintah Pusat,

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Masyarakat.

Respon dan kepekaan Pemerintah Daerah dalam menjalankan
amanah Undang—Undang tersebut sangat dibutuhkan. Kabupaten Maros sebagai
salah satu Kabupaten Daerah Otonom mempunyai kewenangan untuk mengatur
dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan menurut Asas Otonomi dan tugas
pembantuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan
memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan
kekhususan serta keragaman Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan

Republik Indonesia.

‘KABUPATEN MAROS TAHUN 2020



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

1.1.1 Penjelasan Umum

Kabupaten Maros dengan ibukota kabupaten adalah Kota Maros yang
berperan sebagai pusat pemerintahan dengan segala aktivitas sosial, ekonomi,
budaya, dan politik terletak di Kecamatan Turikale. Jika dilihat dari gegrafis
wilayah yang lebih mikro, Kota Maros terbagi atas 3 (tiga) segmen kawasan yang
merupakan bagian dari pusat-pusat pemerintahan Kabupaten Maros dan
dihubungkan oleh jaringan jalan arteri. Sedangkan ditinjau dari perkembangan
wilayah, juga terjadi pada arah jaringan jalan arteri sekunder yang
menghubungkan dengan wilayah Kabupaten Bone, yang meliputi wilayah
Kecamatan Bantimurung, Simbang, Cenrana, Camba dan Mallawa.

Secara umum, wilayah Kabupaten Maros memiliki peranan yang
sangat besar terhadap pembangunan regional dan nasional melalui peranannya
dalam berbagai aspek, yakni :

1. Pusat pelayanan transportasi udara internasional, yakni Bandar Udara Sultan
Hasanuddin. Bandar udara ini terletak di Kecamatan Mandai yang merupakan
wilayah perbatasan dengan Kota Makassar. Pertumbuhan pelayanan bandar
udara Hasanuddin yang begitu pesatnya, sehingga dilakukan pengembangan
bandar udara baru dengan luas lahan pengembangan 554,6 Ha. Bandar
udara Hasanuddin merupakan wilayah pintu gerbang Sulawesi Selatan dan
KTl yang mengindikasikan bahwa Kabupaten Maros adalah gerbang utama
pembangunan regional dan nasional.

2. Pusat Penelitian Pertanian, yakni dengan adanya pengembangan Balai
Penelitian Tanaman Sereal dan Tanaman Pangan yang berlokasi di
Kecamatan Turikale. Balai penelitian ini melakukan serangkaian penelitian
untuk menghasilkan inovasi teknologi pertanian sekaligus mendiseminasikan
secara terarah guna mendukung upaya peningkatan produksi pertanian
sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh Provinsi Sulawesi Selatan.

3. Pusat Penelitian Kelautan dan Perikanan, yakni dengan adanya kawasan
riset tentang potensi kelautan dan perikanan. Hal iniu sangat mendasar
karena wilayah Kabupaten Maros sebagai daerah pesisir dengan kontribusi
pada sektor perikanan di Sulawesi Selatan cukup besar, terutama dalam
memenuhi kebutuhan wilayah Kota Makassar sebagai ibukota provinsi

Sulawesi Selatan. Disamping itu, kegiatan perikanan yang diusahakan dan
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dikembangkan oleh masyarakat Kabupaten Maros adalah perikanan budidaya
air payau yang mencapai luas tambak 9.461,53 Ha.

. Militer, yaitu wilayah Kabupaten Maros merupakan wilayah yang dijadikan
sebagai Pusat Pelatihan dan Pendidikan TNI-AD, yaitu dengan adanya
kawasan pelatihan dan pendidikan Kostrad TNI-AD. Lokasi kegiatan ini
berlokasi pada dua kecamatan, yakni Sambueja Kecamatan Bantimurung dan
Kariango Kecamatan Tanralili. Disamping itu, Kecamatan Mandai juga di
jadikan sebagai pangkalan udara TNI Angkatan Udara yang berlokasi di
Bandar Udara Sultan Hasanuddin.

. Pusat Kegiatan Keagamaan, yakni suatu kegiatan yang dilakukan oleh
jamaah Halwatiah Sammang. Pada setiap hari besar Maulid Nabi Muhammad
SAW, jamaah Halwatiah Sammang bersatu melakukan sikir akbar yang
berlokasi di Patte’ne Kecamatan Marusu. Asal jamaah Halwatiah Sammang
tersebut telah tersebar diseluruh nusantara, bahkan ada yang berasal dari
Malaysia.

. Bagian Wilayah Pengembangan Kawasan Metropolitan Mamminasata, yaitu
suatu kebijakan pengembangan wilayah yang pertama di KTI, dimana
sebagian wilayah Kabupaten Maros masuk dalam Kawasan Perkotaan
Metropolitan  tersebut.  Wilayah Kecamatan yang masuk dalam
pengembangan ini adalah Kecamatan Mandai, Moncongloe, Tompobulu,
Bantimurung, Marusu, Turikale, Tanralili, Lau, Maros Baru, Simbang,
Bantimurung, dan Bontoa. Dari luas wilayah pengembangan Kawasan
Mamminasata sebesar 2.462 Km2, wilayah Kabupaten Maros yang menjadi
bagian kawasan pengembangan tersebut adalah 1.039 Km2 atau 42,20%.
Hal ini tentunya sangat memberi manfaat bagi wilayah Kabupaten Maros
ditinjau dari segi penyediaan dan pembangunan infrastruktur, penyediaan

lapangan kerja, penyerapan tenaga kerja, PAD dan lain sebagainya.
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a. Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Maros

Wilayah Kabupaten Maros pada mulanya adalah suatu wilayah kerajaan
yang dikenal sebagai Kerajaan Marusu yang kemudian bernama Kabupaten
Maros sampai saat ini. Selain nama Maros, masih terdapat nama lain daerah ini,
yakni Marusu dan/atau Buttasalewangan. Ketiga nama tersebut oleh sebagian
masyarakat Kabupaten Maros sangat melekat dan menjadikan sebagai lambang

kebanggaan tersendiri dalam mengisi pembangunan daerah.

Berdasarkan data-data yang diperoleh, yang memuat sejarah Kabupaten
Maros. Kabupaten Maros pada awalnya adalah sebuah wilayah kerajaan yang
dipengaruhi oleh dua kerajaan besar di Sulawesi Selatan, yakni Kerajaan Bone
dan Kerjaan Gowa, yang mana pada waktu itu, Maros memiliki nilai strategis
yang sangat potensial. Kabupaten Maros dari dulu hingga saat ini dihuni oleh dua

suku, yakni Suku Bugis dan Suku Makassar.

Pada masa kemerdekaan, vyakni tujuh tahun setelah Proklamasi
Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 1945 oleh pemerintah Republik Indonesia
dikeluarkan peraturan No. 34 1952 juncto PP. No. 2/1952 tentang pembentukan
Afdelling Makassar yang di dalamnya tercakup Maros sebagai sebuah

Onderafdelling dengan 16 buah distrik, masing-masing :

1. Distrik Turikale Dipimpin oleh Karaeng
2. Distrik Marusu Dipimpin oleh Karaeng
3. Distrik Simbang Dipimpin oleh Karaeng
4. Distrik Bontoa Dipimpin oleh Karaeng
5. Distrik Lau’ Dipimpin oleh Karaeng
6. Distrik Tanralili Dipimpin oleh Karaeng
7. Distrik Sudiang Dipimpin oleh Gelarang
8. Distrik Moncongloe Dipimpin oleh Gelarang
9. Distrik Bira Dipimpin oleh Gelarang
10. Distrik Biringkanaya Dipimpin oleh Gelarang
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11. Distrik Mallawa Dipimpin oleh Arung

12. Distrik Camba Dipimpin oleh Arung

13. Distrik Cendrana Dipimpin oleh Arung

14. Distrik Laiya Dipimpin oleh Arung

15. Distrik Wanua Waru Dipimpin oleh Arung

16. Distrik Gantarang Dipimpin oleh Arung
Matinggi

Keenam belas distrik di atas merupakan pusat-pusat pemerintahan di
Kabupaten Maros pada masa lampau yang kemudian berkembang seiring
dengan kemajuan pembangunan secara lokal maupun regional, maka sebagian
wilayah Kabupaten Maros terintegrasi ke wilayah administrasi Kotamadya Ujung
pandang (Ujung pandang berubah nama menjadi Kota Makassar). Adapun
wilayah distrik Kabupaten Maros tersebut yang terintegrasi di wilayah
administrasi Kota Makassar tersebut adalah Distrik Bira, Suding dan
Biringkanaya. Pelepasan wilayah Bira, Sudiang dan Biringkanaya tersebut dari
wilayah Kabupaten Maros terjadi pada tahun 70-an.

Wilayah Kabupaten Maros dalam sejarahnya telah mengalami pemekaran
wilayah. Pada tahun 1963, Kabupaten Maros terbagi atas 4 (empat) kecamatan,
yakni Kecamatan Maros Baru, Bantimurung, Mandai, dan Camba. Memasuki
tahun 1989, diadakan pemekaran wilayah kecamatan dengan dibentuknya 3
(tiga) kecamatan perwakilan, yakni Kecamatan Perwakilan Tanralili, Maros Utara,
dan Mallawa, yang hingga saat ini saat ini terdapat 14 wilayah kecamatan.
Masing-masing wilayah kecamatan tersebut memiliki potensi tersendiri dalam
menunjang pembangunan wilayah. Disampin itu, Kabupaten Maros memiliki
peranan yang sangat berarti dalam pembangunan Kota Makassar sebagai
ibukota provinsi dan sekaligus sebagai pusat pengembangan wilayah Kawasan
Timur Indonesia (KTI). Peluang inilah membawa pengaruh yang sangat signifikan
terhadap perkembangan wilayah Kabupaten Maros, terutama wilayah-wilayah
yang berbatasan dengan Kota Makassar. Sedangkan rencana pembangunan
wilayah secara eksternal, sebagian wilayah Kabupaten Maros masuk dalam

pengembangan Kawasan Mamminasata sebagai kawasan kota metropolitan.
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Setelah menjalani titian sejarah selama lima abad dimulai dengan
berdirinya Kerajaan Marusu pada awal abad XV yang selanjutnya terjadi
kehidupan yang berdinamika bagi setiap kerajaan mulai dari sistem Monarki
menjadi daerah Regentschap kemudian menjadi daerah Adat Gemeenschap
sampai dekade terakhir menjadi distrik, maka dalam sebuah masa peralihan
antara fase pemerintahan klasik/tradisional dengan pemerintahan konstitusional
lahir Undang-undang No. 29 Tahun 1959 (14 tahun setelah Proklamasi
Kemerdekaan 17 Agustus 1945). Maros kemudian berdiri sendiri menjadi Daerah
Tingkat Il Maros berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1957 tentang
Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah untuk seluruh wilayah Republik Indonesia
dan Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat Il di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor

74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822).

b. Data Geografis Kabupaten Maros
1. Batas Administratif
Secara geografis, kabupaten Maros terletak antara 40° 45’ - 50° 07’
Lintang Selatan dan 109° 205'- 129° 12' Bujur Timur yang berbatasan dengan:

Di sebelah Utara : Dengan Kabupaten Pangkep;
Di sebelah Timur : Dengan Kabupaten Bone;

Di sebelah Tenggara : Dengan Kabupaten Gowa;

Di sebelah Selatan : Dengan Kota Makassar;

Di sebelah Barat : Dengan Selat Makassar.

Jika dilihat dari posisinya terhadap Kota Makassar sebagai lbu Kota
Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Maros memiliki posisi yang sangat
strategis karena berbatasan langsung dengan Kota Makassar. Karena
posisinya tersebut, Kabupaten Maros termasuk dalam bagian wilayah
pengembangan konsep kota terpadu Metropolitan Mamminasata (Makassar,
Maros, Sungguminasa, dan Takalar). Wilayah kecamatan yang termasuk
dalam pengembangan ini adalah kecamatan Mandai, Moncongloe,
Tompobulu, Bantimurung, Marusu, Turikale, Tanralili Lau, Maros Baru,

Simbang, Bantimurung, dan Bontoa.
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2. Topografi

Topografi Kabupaten Maros sangat bervariasi, mulai dari wilayah datar
sampai wilayah pegunungan. Luas daerah kondisi datar sekitar 70.882 Ha atau
43,80% dari luas Kabupaten Maros. Sedangkan, daerah yang mempunyai
kemiringan lereng diatas 40% atau wilayah yang bergunung-gunung mempunyai
luas 49.869 Ha atau sebesar 30,80% dari luas wilayah Kabupaten Maros.

Ketinggian wilayah Kabupaten Maros berkisar antara 0 sampai 881 meter
di atas permukaan laut. Daerah tertinggi di atas 700 meter terdapat pada
kecamatan Camba dan Mallawa, sedangkan daerah terendah terdapat pada
kecamatan Maros Baru, Marusu, Turikale, dan Bontoa.

Jenis air permukaan berasal dari sungai-sungai yang berjumlah 12 sungai,
yaitu sungai Maros, Parang Pakku, Marusu, Puse, Boringkaluku, Batu Pute,
Matturunge, Marana, Campaya, Pattumanagasae, Bontotenga dan Tanralili.

Iklim Kabupaten Maros termasuk iklim tropis basah, dengan curah hujan
rata-rata sekitar 395 mm setiap bulannya dengan jumlah hari hujan berkisar 148
hari.Interval suhu udara antara 23,4°C sampai 33,3°C, dengan kelembaban rata-

rata 75,55%. Adapun kecepatan angin antara 2 knot sampai dengan 10 knot.

c. Jumlah Penduduk

Hingga akhir tahun 2020, jumlah penduduk Kabupaten Maros tercatat
sebanyak 388.330 jiwa yang terdiri dari laki-laki 194.755 jiwa, perempuan
193.575 jiwa dan tersebar di 14 Kecamatan, dengan jumlah penduduk terbesar
yakni 50.598 jiwa yang terdapat pada Kecamatan Mandai. Adapun kecamatan
dengan jumlah penduduk paling sedikit adalah kecamatan Mallawa dengan
jumlah penduduk 13.189 jiwa.

Kepadatan penduduk di Kabupaten Maros pada tahun 2020 telah
mencapai 239 jiwa per km2. Kecamatan Turikale adalah Kecamatan terpadat
dengan tingkat kepadatan yang sudah mencapai 1.597 jiwa per km?, sedangkan
Kecamatan yang tingkat kepadatannya paling rendah adalah Kecamatan

Tompobulu yaitu 56 jiwa per km2.
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Adapun Jumlah Penduduk berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Maros

untuk Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Jumlah Penduduk Per Kecamatan di Kabupaten Maros

Tahun 2020
JUMLAH PENDUDUK (Jiwa)
KEPADATAN
No. | KECAMATAN PENDUDUK
LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH (Jiwa/Km2)
1 2 3 4 5 6
1 | Mandai 25,578 25.020 50.598 1030,29
2 | Moncongloe 9.871 9.705 19.576 417,66
3 | Maros Baru 14.710 14.152 28.862 536,86
4 | Marusu 16.663 16.472 33.135 448,80
5 | Turikale 23.875 23.944 47.819 1597,69
6 | Lau 13.762 13.810 27.572 513,15
7 | Bontoa 15.653 15.594 31.247 334,12
8 | Bantimurung 16.577 16.679 33.256 191,45
9 | Simbang 12.976 12.942 25918 246,13
10 | Tanralili 15.938 15.775 31.713 354,73
11 | Tompobulu 8.237 7.925 16.162 56,18
12 | Camba 7.041 7.397 14.438 99,32
13 | Cenrana 7.325 7.520 14.845 82,03
14 | Mallawa 6.549 6.640 13.189 55,90
JUMLAH 194.755 193.575 388.330 239,84

Sumber data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2020

Untuk melihat perbandingan tingkat kepadatan penduduk pada tiap-tiap

kecamatan di Kabupaten Maros dapat dilihat pada grafik berikut ini.
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Di Kabupaten Maros Tahun 2020
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Jumlah Kepala Keluarga Menurut Kecamatan Tahun 2020

No. KECAMATAN A KETERANGAN
1 Mandai 14.586
2 Camba 4.919
3 Bantimurung 9.939
4 Maros Baru 8.371
5 Bontoa 9.042
6 Mallawa 4.248
7 Tanralili 9.811
8 Marusu 9.936
9 Simbang 7.922
10 | Cenrana 4.720
11 | Tompobulu 4.753
12 | Lau 8.027
13 | Moncongloe 5.690
14 | Turikale 13.640
roTaL nsos (T

Sumber data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2020

Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur

Kabupaten Maros Tahun 2016 — 2020

Kelompok Umur 2016 2017 2018 2019 2020
0-4 35.420 35.306 35.196 34.057 27.791
5-9 32.738 32.927 33.114 37.249 37.589

10-14 31.942 31.971 32.056 36.225 36.955
15-19 33.112 32.940 32.665 37.175 29.233
20-24 30.937 31.485 31.990 32.965 34.291
25-29 27.323 27.644 27.980 31.780 32.473
30— 34 25.447 25.484 25.573 30.520 30.953
35 -39 25.1589 25.162 25.163 28.028 28.418
40 - 44 23.752 23.927 24.056 25.829 26.372
45 -49 20.478 20.976 21.408 25.378 24.835
50 — 54 16.462 17.064 17.678 20.621 22.337
55 - 59 13.060 13.556 14.056 15.650 16.049
60 — 64 9.237 9.606 10.006 10.827 12.854
65 - 69 7.140 7.324 7.531 7.544 8.205
70-74 5.122 5.277 5.439 4.960 5.761
75+ 5.561 5.734 5.911 5.875 6.319
Jumlah 342.890 | 346.383 | 349.822 | 384.682 | 388.330

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2020
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Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa jumlah penduduk tahun
2020 dengan kelompok umur, jumlah tertinggi pada kelompok umur 5-9
tahun dengan jumlah penduduk sekitar 37.589 orang atau 9,67 % dari
total jumlah penduduk, posisi kedua pada kelompok umur 10-14 tahun
dengan persentase penduduk sebesar 9,51 % atau 36.955 orang,
kemudian diikuti oleh kelompok umur 15-19 tahun dengan jumlah
penduduk 34.291 orang atau 8,83 % dari total jumlah penduduk.

Jumlah penduduk usia kerja (15 tahun keatas) di Kabupaten Maros
tahun 2020 sebanyak 285.996 orang. Dari seluruh penduduk usia kerja
tersebut, jumlah penduduk usia 15-64 tahun mencapai 257.815 orang atau
66,39% dari total jumlah penduduk. Hal ini menunjukkan bahwa

ketersediaan tenaga kerja produktif di Kabupaten Maros cukup memadai.

d. Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan

Secara administratif Kabupaten Maros terdiri dari 14 kecamatan dan 103

Desa/Kelurahan dengan luas wilayah keseluruhan 1.619,12 km?. Berdasarkan

data yang ada, diketahui kecamatan terluas adalah kecamatan Tompobulu

dengan luas 287,66 km? atau 17,77 % dari luas Kabupaten Maros. Adapun

Kecamatan dengan luas wilayah paling kecil adalah kecamatan Turikale dengan

luas 29,93 km? atau hanya 1,85 % dari luas wilayah Kabupaten Maros.

Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Maros

NO KECAMATAN JUNLAR S
DESA KELURAHAN (Km?)

1 Mandai 4 2 49,11
2 Moncongloe 5 0 46,87
3 Maros Baru 4 3 53,76
4 Lau 2 4 53,73
5 Turikale 0 7 29,93
6 Marusu 7 0 73,83
7 Bontoa 8 1 93,52
8 Bantimurung 6 2 173,70
9 Simbang 6 0 105,30
10 Tanralili 7 1 89,45
11 Tompobulu 8 0 287,66
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JUMLAH LUAS
NO KECAMATAN 2
DESA KELURAHAN (Km?)
12 Camba 6 2 145,36
13 Cenrana 7 0 180,97
14 Mallawa 10 1 235,92
Total 80 23 1.619.12

Sumber data:Kabupaten Maros Dalam Angka Tahun 2020

Adapun untuk mengetahui jumlah bangunan rumah (tempat tinggal) di
Kabupaten Maros menurut kecamatan pada tahun 2020 dapat dilihat pada tabel
berikut :

Jumlah Bangunan Rumah Layak dan Tidak Layak Huni
Menurut Kecamatan Tahun 2020

JUMLAH RUMAH (UNIT)
NO | KECAMATAN |\ ' LUNI TIDAFPI(UINAI‘YAK TOT?l';N'T%MAH
1 | Turikale 10.048 1.888 11.936
2 | Maros Baru 3.176 2.708 5.884
3 | Mandai 5.716 1.934 7.650
4 | Moncongloe 3.162 1.122 4.284
5 | Camba 2.478 1.493 3.971
6 | Cenrana 1.915 2.116 4.031
7 | Bantimurung 4.976 2.451 7.427
8 | Simbang 2.353 2.767 5.120
9 | Marusu 5.872 1.790 7.662
10 | Lau 3.333 2.520 5.853
11 | Bontoa 3.783 3.191 6.974
12 | Tanralili 4.125 2.350 6.475
13 | Tompobulu 1.850 2.465 4.315
14 | Mallawa 2.146 1.595 3.741
JUMLAH 54.933 30.390 85.323

Sumber data : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 2020

Dari data di atas, dapat dilihat bahwa jumlah bangunan terbanyak terdapat
pada Kecamatan Turikale dengan jumlah 11.936 unit rumah tempat tinggal,
dimana 10.048 unit rumah diantaranya layak huni dan 1.888 unit rumah tergolong

tidak layak huni. Salah satu hal yang mempengaruhi banyaknya jumlah rumah
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tempat tinggal di kecamatan Turikale adalah karena letaknya berada diibukota
Kabupaten sehingga dipandang cukup strategis dan menguntungkan bila
bermukim di Turikale karena kantor-kantor Pemerintahan di Kabupaten Maros
sebagian besar berada di Kecamatan ini. Selain itu, umumnya kegiatan
perekonomian berpusat di wilayah ini.

Adapun kecamatan lain dengan jumlah rumah tempat tinggal yang cukup
besar adalah kecamatan Marusu dengan 7.662 unit rumah. Salah satu hal yang
mempengaruhi banyaknya jumlah rumah tempat tinggal di Kecamatan Marusu
adalah karena letaknya yang merupakan kecamatan terdekat dengan kota
Makassar yang dilalui secara langsung oleh jalan provinsi sehingga banyak
masyarakat yang bekerja di Makassar memilih bertempat tinggal di kecamatan
ini.

Kabupaten Maros merupakan kabupaten yang sebagian besar wilayahnya
merupakan dataran rendah sehingga dengan curah hujan dan tingkat penyinaran
sinar matahari yang cukup menjadikan wilayah Kabupaten Maros sangat
potensial untuk kegiatan pada 12 sektor-sektor Pertanian, Perkebunan,
Peternakan dan Perikanan.

Produksi padi keseluruhan di kabupaten Maros tahun 2020 sebesar
308.438.53 ton yang dipanen dari areal seluas 48,436.00 Ha atau rata-rata 63.95
ton/Ha. Selain padi, potensi unggulan lain di Kabupaten Maros adalah jagung
dengan luas panen sekitar 11.287,00 Ha dan jumlah produksi sebesar 83.730,13
ton, kacang kedelai dengan produksi sebesar 582,68 ton dari luas panen 293,00/
Ha, kacang tanah dengan produksi 2.846,86 ton dari luas panen 1029.00 Ha, ubi
kayu dengan produksi sebesar 587,00 ton dari luas panen 1,165 Ha, dan ubi jalar
dengan luas panen 125.90 Ha yang mampumenghasilkan produksi sebesar
139,00 ton,produksi bawang merah sebesar 502,00 ton cabe rawit dengan
jumlah produksi 5.013,00 ton cabe besar dengan produksi sebesar 18.084,00
ton.

Produksi Perikanan Tangkap di Kabupaten Maros merupakan kontribusi
dari empat kecamatan yaitu Kecamatan Maros Baru, Marusu, Lau, dan
Kecamatan Bontoa dengan produksi sebesar 13.051,6 ton dan perikanan
budidaya dengan produksi sebesar 26.367,2 ton. Tempat Pelelangan lkan (TPI)
yang ada di Kabupaten Maros berjumlah 1 TPI yaitu TPl Labuang berlokasi di

Kelurahan Pettuadae Kecamatan Turikale. Selain itu Pemerintah Kabupaten
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Marso juga memberikan Bantuan Hibah Barang kepada masyarakat berupa Bibit
Unggul kepada kelompok Pembudidaya ikan yang tersebar di beberapa
Kecamatan yang ada di Kabupaten Maros yang terdiri dari 17 Kelompok
Pembudidaya ikan dan masing-masing kelompok mendapatkan bantuan bibit
ikan nila sebanyak 15.000 ekor.

Potensi sumberdaya alam (SDA) unggulan kabupaten Maros lainnya
adalah potensi wisata alam.Kabupaten Maros merupakan salah satu kabupaten
yang menjadi tempat tujuan wisata di Sulawesi Selatan.Lokasi wisata yang paling
banyak dikunjungi oleh para wisatawan adalah air terjun Bantimurung, kolam
renang Bantimurung, dan Taman Pra Sejarah Leang-Leang. Selain ketiga lokasi
wisata tersebut, masih banyak lagi lokasi wisata lainnya, namun secara umum
potensi-potensi wisata alam tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal.
Adapun potensi wisata alam lain yang belum dimaksimalkan adalah taman
wisata alam Pattunuang, cagar alam Karaenta, air terjun Bonto Somba, taman
safari Pucak, sungai Pute, dan permandian air panas Reatoa.

Kawasan permandian alam Bantimurung.Terletak di lembah bukit kapur
dengan jarak tempuh kurang lebih 12 km dari Ibukota Kabupaten Maros. Lokasi
ini mudah dicapai karena kendaraan umum dari dan ke lokasi selalu tersedia.
Dengan kondisi alam tropis yang subur menjadikan daerah ini sebagai
pemukiman ideal dari berbagai jenis kupu-kupu dimana saat ini tercatat sekitar
150 jenis yang di daerah lain sudah amat sulit ditemui. Goa mimpi merupakan
goa terletak di dalam kawasan permandian alam Bantimurung. Di dalam goa ini
terdapat stalaktit yang mempunyai kumpulan kristal yang indah.

Taman wisata alam Pattunuang (Biseang Labboro’). Di kawasan ini selain
terdapat stalaktik yang indah juga terdapat beberapa jenis flora dan fauna yang
dilindungi. Serta menawarkan panorama alam pegunungan yang menawan.
Untuk menuju lokasi ini hanya ditempuh jarak kurang lebih 18 km dari Ibukota
Kabupaten Maros.

Cagar alam Karaenta. Merupakan salah satu cagar alam nasional dan
kawasan hutan yang dilindungi karena disamping dapat mempertahanakan
kelestarian cadangan air di bawah tanah juga merupakan habitat bagi berbagai
jenis flora dan fauna sebagai sumber daya hayati serta aset lingkungan hidup
nasional. Dalam kawasan ini terdapat beberapa goa, salah satu diantaranaya

adalah Goa Salikang Kallang. Selain itu, terdapat sungai yang indah membelah
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gunung sampai ke Danau Toakala. Di kawasan ini terdapat pula kera jenis
Maccala Maura yang sudah langka.

Air terjun Bonto Somba.Terletak di desa Bonto Somba Kecamatan
Tanralili. Untuk menuju ke lokasi tersebut ditempuh dengan jarak kurang lebih 25
km arah dari ibukota Kabupaten Maros atau sekitar 55 km dari Kota Makassar.
Air Terjun Bonto Somba telah dipersiapkan sebagai kawasan objek wisata yang
diharapkan akan setara dengan objek wisata alam Bantimurung sehingga dapat
memberi nilai tambah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten
Maros, khususnya masyarakat desa Bonto Somba.

Taman safari Pucak. Terletak di Desa Pucak Kecamatan Tanralili.
Perjalanan menuju lokasi ini ditempuh dengan jarak kurang lebih 20 km dari
Ibukota Kabupaten Maros dan sekitar 50 km dari Kota Makassar. Dengan luas
areal 150 Ha yang dipersiapakan sebagai lokasi kebun binatang terbesar di
Kawasan Timur Indonesia.

Sungai Pute (Batu Napara). Terletak di Desa Salenrang Kecamatan Maros
Utara dengan jarak sekitar 5 km dari Ibukota Kabupaten Maros. Dengan air yang
jernih dan latar belakang jejeran pegunungan yang indah, ditambah pohon bakau
dan nipa yang hijau sepanjang sungai menjadikan lokasi ini sangat potensial
untuk menjadi tempat transit bagi wisatawan yang berkunjung ke daerah-daerah,
utamanya wisatawan mancanegara.

Permandian air panas Reatoa. Terletak di Dusun Rea Toa Kecamatan
Mallawa dengan jarak tempuh menuju lokasi sekitar 60 km dari Ibukota
Kabupaten Maros. Kawasan objek wisata ini memiliki potensi besar sehingga
perlu untuk segera dikembangkan.

Taman prasejarah Leang-Leang. Terletak pada deretan bukit kapur yang
curam di Kelurahan Kallabirang Kecamatan Bantimurung dengan jarak tempuh
sekitar 17 km dari Ibukota Kabupaten Maros dengan luas kawasan 5.498 m?.
Para arkeolog berpendapat bahwa beberapa goa yang terdapat disana telah
dihuni sekitar 8000-3000 tahun sebelum masehi. Selain itu di Kabupaten Maros
banyak juga terdapat situs, benda dan kawasan cagar budaya yang bisa

dijadikan tujuan wisata.
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Daftar Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan

No NAMA OBYEK KATEGORI LOKASI

1 | Jarie Situs Kecamatan Simbang

2 | Tampuang Situs Kecamatan Simbang

3 | Saripa Situs Kecamatan Simbang

4 | Karrasa Situs Kecamatan Simbang

5 | Kado Situs Kecamatan Simbang

6 | Burung 1 Situs Kecamatan Bantimurung
7 | Burung 2 Situs Kecamatan Bantimurung
8 | Pangie Situs Kecamatan Bantimurung
9 | Sampeang Situs Kecamatan Bantimurung
10 | Ulu Leang Situs Kecamatan Bantimurung
11 | Ambe Paco Situs Kecamatan Bantimurung
12 | Elle Pusae Situs Kecamatan Bantimurung
13 | Bettue Situs Kecamatan Bantimurung
14 | Uluwae Situs Kecamatan Bantimurung
15 | Pajae Situs Kecamatan Bantimurung
16 | Pettae Situs Kecamatan Bantimurung
17 | Pettakere Situs Kecamatan Bantimurung
18 | Tinggi Ada Situs Kecamatan Bantimurung
19 | Baratedong 1 Situs Kecamatan Bantimurung
20 | Baratedong 2 Situs Kecamatan Bantimurung
21 | Alla Birang Situs Kecamatan Bantimurung
22 | Pallenge Situs Kecamatan Bantimurung
23 | Bara Jarang Situs Kecamatan Bantimurung
24 | Pabbuno Juku Situs Kecamatan Bantimurung
25 | Lompoa Situs Kecamatan Bantimurung
26 | Bembe Situs Kecamatan Bantimurung
27 | Timpuseng Situs Kecamatan Bantimurung
28 | Batu Karope Situs Kecamatan Bantimurung
29 | Bulu Tungke’e Situs Kecamatan Bantimurung
30 | Barugayya Situs Kecamatan Bantimurung
31 | Pa’limukang Situs Kecamatan Bantimurung
32 | Tanre Situs Kecamatan Bantimurung
33 | Balang Situs Kecamatan Bantimurung
34 | Jing Situs Kecamatan Bantimurung
35 | Sengkae Situs Kecamatan Bantimurung
36 | Bata-battae Situs Kecamatan Bantimurung
37 | Pacce-pacce Situs Kecamatan Bantimurung
38 | Bulu Buttue Situs Kecamatan Bantimurung
39 | Boddong Situs Kecamatan Bantimurung
40 | Canggoreng Situs Kecamatan Bantimurung
41 | Samongkeng 1 Situs Kecamatan Bantimurung
42 | Samongkeng 2 Situs Kecamatan Bantimurung
43 | Samongkeng 3 Situs Kecamatan Bantimurung
44 | Samongkeng 4 Situs Kecamatan Bantimurung
45 | Lambatorang Situs Kecamatan Bantimurung
46 | Pucu Situs Kecamatan Bantimurung
47 | Wanue Situs Kecamatan Bantimurung
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48 | Tenggae Situs Kecamatan Bantimurung
49 | Bulu Kamase Situs Kecamatan Bantimurung
50 | Panampu 1 Situs Kecamatan Bantimurung
51 | Panampu 2 Situs Kecamatan Bantimurung
52 | Bungaeja 1 Situs Kecamatan Bantimurung
53 | Bungaeja 2 Situs Kecamatan Bantimurung
54 | Maddauseng Situs Kecamatan Bantimurung
55 | Botto Situs Kecamatan Bantimurung
56 | Batu Tianang Situs Kecamatan Bontoa

57 | Karama/Akkarasa Situs Kecamatan Bontoa

58 | Pasaung Kecamatan Bontoa

59 | Sipong 1 Kecamatan Bontoa

60 | Sipong 2 Kecamatan Bontoa

61 | Sipong 3 Kecamatan Bontoa

62 | Monroe Kecamatan Bontoa

63 | Cempae Kecamatan Bontoa

64 | Wajan Raksasa Kecamatan Turikale

65 | Beduk tertua Kecamatan Turikale

66 | Pedang V.0.C Kecamatan Turikale

67 | Kerangka Manusia Leang Jarie Kecamatan Simbang

68 | Bendungan Batu Bassi Kecamatan Simbang

69 | Gudang mesiu Kecamatan Simbang

70 | Prasasti Jepang Kecamatan Simbang

71 | Bunker Jepang Kecamatan Mandai

72 | Makam La Makkulau Arung Kecamatan Bantimurung
73 | Makam Arung Macege Kecamatan Camba

74 | Makam Karaeng Bontoa Kecamatan Bontoa

75 | Makam Kareang Lalang Tedong Kecamatan Bontoa

76 | Makam Nahkoda Kecamatan Bontoa

77 | Balla Lompoa Kecamatan Turikale

78 | Kantor Pengadilan Lama Kecamatan Turikale

79 | Kantor Kejaksaan Lama Kecamatan Turikale

80 | Rumah Sakit Lama Kecamatan Turikale

81 | Penjara Lama Kecamatan Turikale

82 | Rumah Kodok Kecamatan Turikale

83 | Kantor Pemerintah Belanda Kecamatan Turikale

Sumber data :Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2020

Pada tahun 2011, Pemerintah Kabupaten Maros telah berhasil menarik
investor untuk berinvestasi dalam bidang pariwisata di Kabupaten Maros. Hal ini
ditandai dengan terbangunnya sebuah tempat wisata baru yang dikelola oleh
swasta yaitu Maros Waterpark. Tempat wisata ini sangat mudah untuk dicapai
karena jaraknya yang tidak jauh, hanya berjarak sekitar 1 km dari Taman Wisata

Alam Bantimurung.
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Perhelatan Akbar Tahunan sebagai Ajang Promosi Potensi dan Investasi
unggulan bertajuk Apkasi Expo 2020 (AOE2020) yang sedianya akan digelar
akhir tahun 2020 dibatalkan dengan alasan Pandemi Covid-19.

Daftar Penyelenggaraan Expo

No Nama Kegiatan Jumlah Ket.
1. Pameran Apkasi Otonomi Expo ) _ Tidak
2020 dilaksankan

Sumber data : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2020

Wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Maros bukan hanya wisatawan
lokal melainkan dari Luar Negeri pun banyak yang berkunjung menikmati

panorama alam Kabupaten Maros.

DAFTAR KUNJUNGAN WISATAWAN TAHUN 2016-2020

TAHUN | (UNJUNGAN |  KUNJUNGAN | PERSENTASE
2016 441.399 441.399 100%
2017 442.874 442.874 100%
2018 407.580 407.580 100%
2019 391.700 518.635 132%
2020 402.000 238.456 59,32%

Sumber data : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2020

JUMLAH PROMOSI EVENT DAERAH YANG TERLAKSANA
DI DALAM NEGERI

No. Nama Kegiatan Jumlah Keterangan
Direct Promotion dan Malam .
1 Budaya Sulsel di Batu, Malang 1 (Satu) Kali

Sumber data : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2020
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JUMLAH LOKASI YANG MEMPEROLEH PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN PEMBINAAN KEMITRAAN USAHA

MASYARAKAT
. Jumlah Yang
No. Uraian Terlibat Keterangan
1. | Kawasan Wisata Kuliner PTB 110 Pedagang
o | Kawasan Wisata Alam 50 Pedagang
Bantimurung
3 Gedung Pusat Ole-ole Maros 26 UMKM
" | (Balla’ Mabalanca)
JUMLAH 186

Sumber data : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2020

Berkat kreatifitas dan ide cemerlang dari Pemerintah Kabupaten Maros,
pada tahun 2012 Kabupaten Maros memiliki sebuah ikon baru yaitu Pusat
Kuliner Maros. Pusat kuliner ini terletak tepat di pusat kabupaten Maros dan
merupakan hasil dari penataan pedagang kaki lima yang dilakukan secara
kekeluargaan.

Potensi kehutanan di Kabupaten Maros dapat dilihat dari Jenis hasil hutan
yang terproduksi tiap tahunnya, seperti kayu jati, kayu bakar dan bambu
mengalami yang pertumbuhan tiap tahunnya.Ketiga jenis hasll hutan ini memiliki
keterkaitan langsung dengan orientasi usaha yang berkembang di Kabupaten
Maros maupun daerah sekitarnya, terutama Kota Makassar. Kayu Jati
merupakan bahan baku bagi industri furniture, kayu bakar memenuhi kebutuhan
kegiatan masak, baik oleh penduduk maupun usaha-usaha lainnya, dan untuk
bambu dipergunakan untuk berbagai keperluan, terutama untuk kegiatan
bangunan yang banyak dilaksanakan. Selain itu juga Kabupaten Maros memiliki
potensi Tegakan Pinus yang terdapat di 4 kecamatan yakni, Kecamatan

Tompobulu, Kecamatan Cenrana, Kecamatan Camba dan Kecamatan Mallawa.
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e. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai
Pemerintah

Dalam implementasi pelaksanaan otonomi daerah, sebagaimana diatur
dalam Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah,
pemerintah pusat menyerahkan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya
dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (desentralisasi).

Kewenangan pemerintah daerah dalam bentuk pelaksanaan urusan
pemerintahan tersebut terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib
dan pilihan tersebut selanjutnya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan
menyusun program dan kegiatan terkait dengan masing-masing urusan yang
dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana
Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) pelaksana urusan.

Pemerintah Kabupaten Maros pada tahun 2020, telah menyusun program
dan kegiatan serta telah mengalokasikan sumber daya berupa dana, sarana dan
prasarana serta sumber daya manusia ke masing-masing Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) pelaksana program dan kegiatan dalam rangka
penyelenggaraan urusan desentraliasisi. Keberhasilan pelaksanaan urusan
desentralisasi tersebut dapat dinilai dari tingkat pencapaian program dan
kegiatan yang diukur dari tingkat capaian urusan wajib dan urusan pilihan dari
masing-masing urusan.

Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Maros untuk

tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Satuan Kerja Perangkat Daerah
Pemerintah Kabupaten Maros Tahun 2020

JUMLAH
SKPD KABUPATEN NAMA PERSONIL

(PNS)
Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Maros 196
Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Kabupaten Maros 58
Inspektorat Inspektorat Kabupaten Maros 85

Dinas Daerah Dinas Pendidikan 2592
Dinas Kesehatan 786
Dinas Sosial 45
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 40
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JUMLAH
SKPD KABUPATEN NAMA PERSONIL
(PNS)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan 61
Sipil
Dinas Komunikasi dan Informatika 57
Dinas Perhubungan 79
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 110
Ruang
Dinas Perumahan, Kawasan 40
Permukiman dan Pertanahan
Dinas Koperasi, UKM dan 56
Perdagangan
Dinas Lingkungan Hidup 87
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 80
Dinas Pertanian dan Ketahanan 182
Pangan
Dinas Perikanan 66
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan 59
Desa
Dinas Kepemudaan dan Olahraga 56
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 41
Perlindungan Anak
Dinas Pengendalian Penduduk dan 60
Keluarga Berencana
Dinas Penanaman Modal dan 70
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 52
Rumah Sakit Daerah RSU Salewangang 343
Kecamatan Kecamatan Mallawa 38
Kecamatan Cenrana 30
Kecamatan Camba 55
Kecamatan Simbang 29
Kecamatan Bantimurung 55
Kecamatan Turikale 115
Kecamatan Maros Baru 65
Kecamatan Lau 80
Kecamatan Bontoa 41
Kecamatan Mandai 53
Kecamatan Marusu 28
Kecamatan Moncongloe 33
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JUMLAH
SKPD KABUPATEN NAMA PERSONIL
(PNS)
Kecamatan Tanralili 48
Kecamatan Tompobulu 29
Lembaga Teknis Lainnya | Badan Perencanaan Pembangunan 44
Daerah
Badan Kesbang dan Politik 33
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan 55
Pelatihan Daerah
Badan Keuangan Daerah 73
Badan Penanggulangan Bencana 36
Daerah
Badan Penelitian dan Pengembangan 38
Daerah
Satuan Polisi Pamong Praja dan 94
Pemadam Kebakaran
TOTAL 6.373

Sumber data : Data BKPSDM Kab. Maros dan Data Kepegawaian OPD terkait, 2020

Adapun pencapaian-pencapaian Pemerintah Kabupaten Maros yang

diperoleh dalam kurun waktu tahun 2015 hingga tahun 2020 berupa prestasi /

penghargaan yang telah diterima adalah sebagai berikut :

1.

o 0 kW

Penghargaan IPL (Indeks Pembangunan Literasi) dari KEMENDIKBUD RI
dan USAID tahun 2017;

Penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang dari BPK (untuk
kelima kalinya) tahun 2017;

Penghargaan Adipura dari Kementerian Lingkungan Hidup tahun 2017.
Penghargaan Kementerian PUPR tahun 2017;

Penghargaan dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sulsel tahun 2017;
Penghargaan Swasti Saba Wiwerda (Kabupaten sehat) dari Kementerian
Kesehatan RI tahun 2017;

Penghargaan Adhitya Karya Mahatva Yodha Awards dari Ketua Pusat
karang Taruna tahun 2017;

Diberikan kepada RSU Salewangan Kab. Maros, sebagai Unit
Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori baik dengan catatan dari
Kementerian Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2018;
Diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Maros atas peran Aktif dan

kepeduliannya terhadap Perlindungan Pegawai Pemerintah bukan
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Aparatur Sipil Negara dalam program jaminan Sosial Ketenaga Kerjaan
dari BPJS Ketenagakerjaan pada tanggal 15 Oktober 2018;

10.Kabupten/Kota layak anak Kategori PRATAMA, dari Menteri
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia di
Surabaya 23 Juli 2018;

11.National Recurement Award, kategori (UKBJ) sebagai pusat Keunggulan
(Centre Of Exellence) pengadaan barang dan jasa dari LKPP Bandung 30
oktober 2018;

12. ADHITYA KARYA MAHATVA YODHA 2017 sebagai Pembina Umum
terbaik Karang Taruna Kabupaten dari Kementerian Sosial Republik
Indonesia, Denpasar Januari 2018;

13.Apresiasi dan perhatian terhadap Pendidikan Tinggi, Pengembangan
Sumber Daya Manusia serta Pelestarian Lingkungan di Kabupaten Maros
dari Universitas Muslim Maros, 15 September 2018;

14.Tokoh Penggerak Program TPKAD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018,
atas Kinerja pasilitasi Akses KUR terbanyak melalui Sistem Informasi
Kredit Program (SIKP) di Sulawesi Selatan , dari Kepala OJK Regional 6
Sulawesi, Maluku dan Papua di Makassar, 20 Oktober 2018;

15.Dukungan Pelaksanaan Program JKN-KIS Kab. Maros tahun 2018, dari
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Makassar di Makassar, Januari 2018;

16.Kepala Daerah Inovatif dari koran Sindo;

17.Peran aktif dan dukungan dalam menyukseskan kegiatan Pendaftaran
Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun
2018 dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan
Nasional Provinsi Sulawesi Selatan;

18.Sebagai Kabupaten Peduli Hak Asasi Manusia pada Tahun 2017 dari
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta 5
Desember 2018;

19.Kabupaten yang memiliki komitmen dalam upaya mewujudkan kesetaraan
Gender Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

20.0pini Tampa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan
(BPK), Perwakilan Sulawesi Selatan atas Laporan Keuangan Pemkab.
Maros Tahun 2018;
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21.Piala Adipura nilai tertinggi Nasional dengan Kategori Kota Kecil,
diserahkan Wakil Presiden RI, Yusuf Kalla di damping Menteri Lingkungan
Hidup dan Kehutanan (LHK) R, Siti Nurbaya Bakar, Jakarta 2019;

22.Juara Peserta Inspiratif dalam Pameran APKASI Otonomi EXPO 2018 di
BSD (City Tangerang 6-8 Juli 2018), diserahkan oleh Wakil Ketua
Penyelenggara APKASI Otonomi EXPO 2018, Waluyo;

23.Sebagai Kabupaten / Kota yang memiliki 100% Puskesmas Terakreditasi,
Jakarta 28 November 2018;

24 Penghargaan Menteri Dalam Negeri Rl kepada Pemerintah Kabupaten
Maros atas keterlibatan dan partisifasi aktif Aparatur Pemadam Kebakaran
dalam membantu Penanggulangan Bencana dan Evakuasi korban pada
bencana di Provinsi Sulawesi Selatan;

25.Juara kreasi APKASI OTONOMI EXPO;

26.Piagam penghargaan sebagai ucapan terima kasih atas dukungan
pelaksanaanJKN — KIS atas tercapainya Cakupan Semesta Kabupaten
Maros tahun 2019;

27.Penghargaan Kabupaten Layak Anak Kategori PRATAMA,;

28.BKN Award, Kategori Penilaian Tingkat Kabupaten / Kota Tipe B;

29.APDESI Award;

30.TPAKD sebagai Percepatan Akses Pembiayaan KUR melalui Data SIKP,
Sebagai Penggerak Percepatan Akses Keuangan;

31.0pini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Lima kali berturut- turut untuk
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2014 s/d 2018;

32.Penghargaan Swasti Saba Wistara ( Pengembangan ) Penghargaan
tertinggi Kab/Kota Sehat dengan cakupan Wilayah sebanyak 14
Kecamatan 103 Desa/Kelurahan;

33.Piagam penghargaan sebagai Kategori Humas Kab/Kota dengan Publikasi
Media Internal terbaik pada Event Humas Sul — Sel Expo 2019;

34.Pelayanan Publik Terbaik 2019;

35.Sebagai Kabupaten Peduli Hak Asasi Manusia;

36.Penghargaan Atas Prestasi dan Kinerja Pengolahan Sistem Informasi dan
Program ( SIKP) selama Periode 2019 se- Sulawesi Selatan;

37.ADIWIYATA MANDIRI 2019;

38.BANTIMURUNG BULUSARAUNG NATIONAL PARK;
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39.Kabupaten yang melaksanakan Percepatan Pembangunan Ketahanan
Keluarga dan sebagai Desa Percontohan Percepatan Pembangunan
Ketahanan Keluarga;

40.Pemenang Lomba Kelembagaan Kelompok Kerja Operasional Posyandu
Berprestasi.

41. Penghargaan sebagai Kabupaten Peduli Hak Asasi Manusia (HAM)

f. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Maros Tahun 2020

Pemerintah Kabupaten Maros telah melaksanakan program dan kegiatan
di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan
urusan pemerintahan wajib, urusan pilihan dan fungsi penunjang urusan
pemerintahan daerah. Hal tersebut merupakan implementasi pelaksanaan
otonomi daerah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun
2014 tentang Pemerintah Daerah.

Pada Tahun Anggaran 2020 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) Kabupaten Maros sebesar Rp. 1.456.868.058.842,00 dan realisasi
sebesar Rp. 1.224.000.447.910,97 atau sebesar 84,01%. Adapaun rincian
target dan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD) Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2020 diuraikan sebagai berikut :

f.1. Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
f.1.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang
berasal dari: Pajak Daerah; Retribusi Daerah; Hasil Pengelolaan Kekayaan
Daerah yang Dipisahkan; serta Lain-lain PAD yang Sah. Target peningkatan
PAD harus diikuti dengan analisis yang tepat terutama dampaknya terhadap
kegiatan-kegiatan perekonomian pada masyarakat secara menyeluruh. Meskipun
kontribusi PAD terhadap pendapatan keseluruhan dalam APBD masih tergolong
sangat kecil. namun PAD masih merupakan salah satu sumber pendapatan
daerah yang dari waktu ke waktu masih sangat potensial untuk bisa mengalami

peningkatan.
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Pada perubahan APBD tahun anggaran 2020, PAD dianggarkan sebesar
Rp. 292.857.252.818 terealisasi sebesar Rp. 208.061.522.119,92 atau mencapai
71.05 % dari target yang ditetapkan. Rincian anggaran dan realisasi PAD
Kabupaten Maros tahun anggaran 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel 2.1

Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2020

. Anggaran Realisasi Persen
No Uraian
(Rp) (Rp) (%)
PENDAPATAN
ASLI DAERAH 292.857.252.818 | 208,061,522,119.92 71,05
Pajak Daerah 144.727.000.000 110.723.082.095 76,50
2 | Retribusi Daerah 19.337.000.000 14.446.269.950,97 74,41
Hasil
Pengelolaan
3 | Kekayaan 11.911.500.818 11.911.500.818 100,00
Daerah yang
Dipisahkan
4 | Lain-lain PAD 116.881.752.000 | 70,980,669,255.95 60.73
yang Sah

Sumber : BPKPD, 2020

Dari keempat komponen PAD hanya pendapatan Hasil Pengelolaan
Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang capaiannya 100 persen sesuai dengan
target yang telah ditetapkan. Melihat masih rendahnya realisasi PAD Kabupaten
Maros tahun anggaran 2020, maka perlu adanya optimalisasi pemenuhan target
pendapatan yang dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi, diantaranya

dengan menggali obyek potensial yang baru.

a. Pajak Daerah

Jenis Pajak Daerah yang direncanakan menjadi bagian PAD Kabupaten
Maros pada tahun anggaran 2020 meliputi: Pajak Hotel; Pajak Restoran; Pajak
Hiburan; Pajak Reklame; Pajak Penerangan Jalan; Pajak Parkir; Pajak Air
Tanah; Pajak Sarang Burung Walet; Pajak Mineral bukan Logam; Pajak Bumi
dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan; dan Bea Perolehan Hak atas Tanah
dan Bangunan (BPHTB).
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Penerimaan dari Pajak Daerah Kabupaten Maros tahun anggaran 2020
dianggarkan sebesar Rp. 144.727.000.000 dan terealisasi sebesar Rp.
110.723.082.095 atau 76,50 %. Kurangnya realisasi pajak daerah pada tahun
2020 dikarenakan adanya pendemi COVID-19 yang dimulai pada bulan maret
tahun 2020. Hal ini mengakibakan hampir seluruh kegiatan masyarakat terhenti,
termasuk usaha hotel, restoran. Namun demikian beberapa sumber pajak daerah
terealisasi diatas 100 persen (melampaui target). Rincian anggaran dan realisasi
hasil pajak daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.2
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah
Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2020

No Uraian Anggaran Realisasi Persen
(Rp) (Rp) (%)
Pendapatan 144.727.000.000 | 110.723.082.095 | 76,50
Pajak Daerah
1| Pajak Hotel 1725.000.000 | 2.025.210.911 | 117,40
2 | Pajak Restoran 9.000.000.000 | 9.825.435.731 | 109.17
3 | Pajak Hiburan 125.000.000 | 151.655.925 | 121,32
4 | Pajak Reklame 850.000.000 | 899.333.821 | 105,80
5 5’:{:‘: Penerangan | 5g 600.000.000 | 30.030.054.766 | 107,25
6 | Pajak Parkir 8.000.000.000 | 6.210.598.650 | 77,63
7 | Pajak Air Tanah 400.000.000 | 532.315.120 | 133,08
8 | Pajak Sarang 27.000.000 8.900.000 | 32,96

Burung Walet
9 | Pajak Mineral
Bukan Logam dan 31.795.000.000 2.399.027.210 | 7,55
Batuan

10 | Pajak Bumi dan
Bangunan
Pedesaan dan
Perkotaan

11 | Bea Perolehan
Hak Atas Tanah
dan Bangunan
(BPHTB)

Sumber: BPKPD, 2020

25.100.000.000 | 24.340.661.910 | 96,97

39.705.000.000 | 34.299.888.051 | 86,39

Sebagian besar jenis pajak daerah yang direncanakan dapat direalisasikan
diatas target, kecuali pajak parkir (77,63%), Pajak Sarang Burung Walet sebesar
32,96 % ; dan Pajak Mineral bukan Logam sebesar 7,55 %. Perolehan pajak
air tanah memiliki persentase realisasi tertinggi yaitu 133,08 %, kemudian diikuti

oleh penerimaan pajak hiburan dengan persentase realisasi sebesar 121,32 %.
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Penerimaan pajak dari pajak hotel menempati urutaan ketiga dengan persentase

realisasi penerimaan sebesar 117,40 %.

b. Retribusi Daerah

Jenis retribusi daerah yang menjadi bagian PAD Kabupaten Maros
meliputi: Retribusi Pelayanan Kesehatan; Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi
Jalan Umum; Retribusi Pelayanan Pasar; Retribusi Pengendalian Menara
Telekomunikasi; Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; Retribusi Tempat
Pelelangan; Retribusi Tempat Khusus Parkir; Retribusi Tempat Penginapan/
Pesanggrahan/Villa; Retribusi Rumah Potong Hewan; Retribusi Tempat Rekreasi
dan Olah raga; Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah; Retribusi lzin
Mendirikan Bangunan; dan Retribusi I1zin Trayek.

Pendapatan retribusi daerah pada tahun anggaran 2020 direncanakan
sebesar Rp. 19.337.000.000,00 dan terealisasi sebesar 74,71 % atau
penerimaannya sebesar Rp. 14,446,269,950.97. Rincian anggaran dan realisasi

pendapatan retribusi daerah pada tahun anggaran 2020 dapat dilihat pada tabel

berikut ini.
Tabel 2.3
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah
Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2020
. Anggaran Realisasi Persen
No Uraian Rp Rp (%)
Pendapatan 19.337.000.000 | 14.605.196.950 | 75,53
Retribusi Daerah
1 Retribusi Pelayanan 200.000.000 ) 0,00
Kesehatan
Retribusi Pelayanan
2 | Parkir di Tepi Jalan 170.000.000 122.300.000 71,94
Umum
3 E:;g?u3| Pelayanan | 4 100.000.000 | 2,825.581,155.00 | 68.92
Retribusi
4 Eﬂe”ge”da“a” 350.000.000 | 353.580.000 | 101,02
enara

Telekomunikasi

5 | Retribusi Pemakaian | 55 500000 |  160.522.500 | 64,21
Kekayaan Daerah
Retribusi Tempat

6

Pelelangan

Retribusi Tempat

Khusus Parkir

150.000.000 136.891.000 91,26

575.000.000 512.894.000 89,20

‘KABUPATEN MAROS TAHUN 2020
27



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Anggaran Realisasi Persen

No Uraian Rp Rp (%)

Retribusi Tempat
8 | Penginapan/ 305.000.000 51.500.000 16,89
Pesanggrahan/ Villa

g | Retribusi Rumah 200.000.000 | 260.250.000 130,13
Potong Hewan

Retribusi Tempat
10 | Rekreasi dan Olah 7.880.000.000 4.577.339.000 58,09
raga

Retribusi Penjualan
11 | Produksi Usaha 350.000.000 - -
Daerah
Retribusi Izin
12 | Mendirikan 4.800.000.000 5.440.277.296 113,34
Bangunan

13 | Retribusi Izin Trayek 7.000.000 5.135.000 73,36

Sumber: BPKPD, 2020

Retribusi rumah potong hewan vyang hanya ditargetkan sebesar
Rp. 200.000.000 mampu melampaui target hingga mencapai Rp. 260.250.000
atau sebesar 130,13 %. Retribusi 1zin Mendirikan Bangunan juga melampaui
target yang direncanakan sebesar Rp. 4.800.000.000, dan terealisasi sebesar
Rp. 5.440.277.296 atau 113,34 %. Demikian halnya dengan retribusi Retribusi
Pengendalian Menara Telekomunikasi dengan realisasi sebesar Rp 353.580.000
atau sebesar 101,02 %. Sedangkan retribusi dengan realisasi terendah adalah
retribusi Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa sebesar Rp.

51.500.000 atau sebesar 16,89 % dari target yang direncanakan.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan laba
yang diperoleh dari penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah (BUMD)
yang penerimaannya menjadi bagian dari PAD. Realisasi Hasil Pengelolaan
Kekayaan Daerah yang Dipisahkan mencapai 100 persen, dengan nilai

penerimaan sebesar Rp. 11.911.500.818.
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Tabel 2.4
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
yang Dipisahkan Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2020

No Uraian Anggaran Realisasi Persen
(Rp) (Rp) (%)

Pendapatan Hasil
Pengelolaan
Kekayaan Daerah
yang Dipisahkan

1 | Bagian Laba yang
dibagikan kepada
Pemda (deviden) atas
penyertaan modal
pada Perusahaan
Milik Daerah/BUMD

Sumber: BPKPD, 2020

11.911.500.818 | 11.911.500.818 | 100,00

11.911.500.818 | 11.911.500.818 | 100,00

d. Lain-Lain PAD Yang Sah

Lain-Lain PAD Yang Sah terdiri dari: Penerimaan Jasa Giro; Pendapatan
Bunga; Tuntutan Ganti Kerugian Daerah; Pendapatan dari Pengembalian;
Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan; Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan
Daerah; Pendapatan BLUD; Lain-lain PAD yang Sah Lainnya; dan Dana Kapitasi
JKN pada FKTP.

Pendapatan dari Lain-lain PAD Yang Sah pada tahun anggaran 2020
direncanakan sebesar Rp. 116.881.752.000 dan terealisasi sebesar Rp.
81.917.881,707 atau sekitar 70,09 persen. Adapun rincian anggaran dan
realisasi dari Lain-lain PAD Yang Sah Kabupaten Maros tahun angggaran 2020
dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.5

Anggaran dan Realisasi Lain-Lain PAD Yang Sah
Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2020

No Uraian Anggaran Realisasi Persen
(Rp) (Rp) (%)
116.881.752.000 | 70,980,669,255.95 60.73

Lain-lain PAD Yang
Sah

1 (F;?rge”maa” Jasa 5.000.000.000 | 2,946,676,249.17 | 58.93
Pendapatan Bunga 5.000.000.000 5.076.369.861 | 101,53
Tuntutan Ganti 19.500.000.000 | 1,302,413,848.93 | 6.68

Kerugian Daerah
4 | Pendapatan dari
Pengembalian

WIN

200.000.000 3.650.000 1,83
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No Uraian Anggaran Realisasi Persen
(Rp) (Rp) (%)
5 | Pendapatan dari
Angsuran/Cicilan 10.000.000 - -
Penjualan
6 | Hasil dari
Pemanfaatan 900.000.000 524.250.000 | 58,25

Kekayaan Daerah

7 | Pendapatan BLUD | 46.200.000.000 | _ 46.879.479.069 | 10147

8 | Lain-lain PAD yang 350.000.000 | 3,367,599,017.85 | 962.17
Sah Lainnya

9 | DanaKapitasi JKN | 59 754 752 000 | 10,880.231,210.00 | 27.39
pada FKTP

Sumber : BPKPD, 2020

Rendahnya capaian realisasi tersebut dikarenakan sumber pendapatan
dari angsuran/cicilan penjualan tidak terealisasi. Pendapatan dari Pengembalian
hanya terealisasi sebesar sebesar 1,83 %, kemudian Tuntutan Ganti Kerugian
Daerah hanya terealisasi sebesar 6,68 %; Pendapatan BLUD terealisasi sebesar
Rp. 46.879.479.069 atau sebesar 101,47 %. Sedangkan pendapatan tertinggi
bersumber dari Lain-lain PAD yang Sah Lainnya terealisasi hingga 962.17 % dari
target yang direncanakan, dengan nilai capaian sebesar Rp. 3.367.599.017.85

Komponen pendapatan yang lain rata-rata terealisasi sekitar 50-70 persen.

f.1.2 Pengelolaan Dana Perimbangan

Dana Perimbangan yaitu dana yang bersumber dari dana penerimaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan ke daerah
untuk membiayai kebutuhan daerah. Dana Perimbangan/Pendapatan Transfer ini
terdiri dari: Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak; Dana Alokasi Umum (DAU);
dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Perimbangan bertujuan untuk
mengurangi ketimpangan sumber pendapatan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah, serta mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintah antar
daerah.

Dana perimbangan meliputi dana bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak,
Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non Fisik.
Rincian pendapatan dana perimbangan dapat dilihat pada Tabel 2.6 berikut.
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Tabel. 2.6
Anggaran dan Realisasi Dana Perimbangan
Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2020

Anggaran Realisasi Persen
(Rp) (Rp) (%)
893.318.252.024 | 882.827.002.775 | 98,83

No Uraian

Dana
Perimbangan

1 Dana Bagi Hasil
Pajak/Bukan Pajak
Dana Alokasi

2 Umum (DAU) 675.113.981.000 | 666.954.323.000 | 98,79
Dana Alokasi

3 Khusus (DAK) 196.905.684.024 | 194.529.083.595 | 98,79

Sumber : BPKPD, 2020

21.298.587.000 | 21.343.596.180 | 100,21

1. Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak
a. Bagi Hasil Pajak

Penerimaan dari Bagi Hasil Pajak Kabupaten Maros pada tahun 2020
ditargetkan sebesar Rp. 16.537.559.000 dan terealisasi sebesar Rp.
16.781.455.369 atau sekitar 101,47 %. Penerimaan bagi hasil pajak diperoleh
dari penerimaan Bagi hasil pajak bumi dan pembangunan sektor
pertambangan yaitu sebesar Rp. 4.858.379.299 atau 85,85 % dari target yang
direncanakan. Sedangkan Bagi Hasil dari pajak penghasilan (PPh) Pasal 25
dan Paal 29 Wajib Pajak terealisasi sebesar Rp. 11.742.107.570 atau sebesar
109,85 % (melampaui target). Bagi Hasil cukai tembakau terealisasi sebesar
Rp 180.968.500,00 atau sebesar 95,29 %. Rincian anggaran dan realisasi
Bagi Hasil Pajak dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel. 2.7
Anggaran dan Realisasi Bagi Hasil Pajak
Maros Tahun Anggaran 2020

No Uraian Anggaran Realisasi Persen
(Rp) (Rp) (%)

16.537.559.000 | 16.781.455.369 | 101,47

Dana Bagi Hasil
Pajak

Bagi Hasil dari
Pajak Bumi dan
Bangunan sektor
Pertambangan

5.659.099.000 | 4.858.379.299 | 85,85
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No Uraian Anggaran Realisasi Persen
(Rp) (Rp) (%)

Bagi Hasil dari
Pajak Penghasilan
(PPh) Pasal 25 dan
Pasal 29 Wajib
Pajak Orang
Pribadi Dalam
Negeri dan PPh
Pasal 21
3 Bagi hasil Cukai
Hasil Tembakau
Sumber: BPKPD, 2020

10.688.543.000 | 11.742.107.570 | 109,86

189.917.000 180.968.500 95,29

b. Bagi Hasil Bukan Pajak

Bagi hasil bukan pajak terdiri atas atas lima komponen yaitu; Bagi
Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan, Bagi Hasil dari Pungutan
Pengusahaan Perikanan, Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi, Bagi
Hasil dari Pertambangan Gas Bumi.

Penerimaan dari Bagi bukan Hasil Pajak Kabupaten Maros pada
tahun 2020 ditargetkan sebesar Rp 4.761.028.000 dan terealisasi sebesar
Rp 4.562.140.811 atau sebesar 95,82 %. Persentase penerimaan terbesar
diperoleh dari bagi hasil dari pertambangan minyak bumi, dengan realisasi
Rp 3.467.473.387 atau sebesar 114,52 %. Kemudian diikuti oleh Bagi Hasil
dari Pertambangan Gas Bumi sebesar Rp 289.197.800 atau 98,87 % dari
target yang ditetapkan. RiIncian pendapatan dari bagi hasil bukan pajak

adalah sebagai berikut :

Tabel. 2.8
Anggaran dan Realisasi Bagi Hasil Bukan Pajak
Maros Tahun Anggaran 2020

No Uraian Anggaran Realisasi Persen
(Rp) (Rp) (%)

Bagi Hasil Bukan
Pajak/Sumber 4.761.028.000 | 4.562.140.811 | 95,82
Daya Alam
Bagi Hasil dari

1 | Provinsi Sumber 22.310.000 17.193.335 77,07
Daya Hutan
Bagi Hasil dari

2 E“r‘g”ta” 1.418.361.000 | 788.276.289 | 55,58
engusahaan
Perikanan
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No Uraian Anggaran Realisasi Persen
(Rp) (Rp) (%)
Bagi Hasil dari
3 | Pertambangan 3.027.866.000 | 3.467.473.387 | 114,52
Minyak Bumi
Bagi Hasil dari
4 | Pertambangan Gas | 292.491.000 289.197.800 98,87
Bumi

Sumber: BPKPD, 2020
2. Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari
pendapatan APBN vyang dialokasikan dengan tujuan pemerataan
kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah
dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Penerimaan Pemerintah
Kabupaten Maros yang bersumber dari DAU pada tahun anggaran 2020
direncanakan sebesar Rp. 675.113.981.000 dan terealisasi sebesar Rp.
666.954.323.000 atau 98,79 %. Rincian anggaran dan realisasi DAU
Kabupaten Maros dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel. 2.9
Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU)
Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2020

No Uraian Anggaran Realisasi Persen
(Rp) (Rp) (%)

Dana Alokasi
675.113.981.000 | 666.954.323.000 | 98,79
Umum

1 | Dana Alokasi 675.113.981.000 | 666.954.323.000 | 98,79
Umum

Sumber: BPKPD, 2020
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3. Dana Alokasi Khusus (DAK)
a.DAK Fisik

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari
pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan
untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan
daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Kebijakan transfer ke daerah
terutama melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) ditujukan untuk pembangunan
fisik berbagai sarana dan prasarana layanan publik di daerah.

Untuk Tahun 2020 DAK Fisik Kabupaten Maros terdiri dari DAK fisik
terdiri dari DAK Bidang Jalan, DAK Bidang Irigasi, DAK Bidang Air Minum,
DAK Bidang Sanitasi, DAK Bidang Kesehatan (Kesehatan, Rumah Sakit dan
Keluarga Berencana), DAK Bidang Pendidikan (PAUD, SD, SMP dan
Perpustakaan), DAK Bidang Perhubungan, DAK Bidang Perumahan, DAK
Bidang Pertanian, DAK Bidang Perikanan, DAK Bidang Industri Kecil dan
menengah, DAK Bidang Lingkungan Hidup. Namun dikarenakan adanya
refocusing anggaran dalam rangka penanggulangan pendemi COVID-19,
maka pada tahun 2020, DAK Fisik bidang perhubungan dan Bidang
Pendidikan sub bidang perpustakaan dihapus. Rincian anggaran dan
realisasi DAK Fisik Kabupaten Maros tahun anggaran 2020 dapat dilihat
pada tabel berikut ini.

Tabel. 2.10
Anggaran dan Realisasi DAK Fisik
Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2020

No Uraian Anggaran Realisasi Persen
(Rp) (Rp) (%)

Dana Alokasi 72.205.240.000 | 70.290.888.948 | 97,35
Khusus Fisik

1 | DAK Bidang 5.454.836.000 | 5.116.630.000 | 93,80
Infrastruktur Jalan

o |DAKBidang |, 126 597.000 | 2.452.430.000 | 99,02
Infrastruktur Irigasi
DAK Bidang

3 | Infrastruktur Air 3.080.170.000 | 3.080.170.000 | 100,00
Minum

4 |DAKBidang | 5431919000 | 5.834.919.000 | 100,00
Infrastruktur Sanitasi

5 | DAK Bidang 1.647.000.000 | 1.042.231.000 | 63,28
Keluarga Berencana
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No Uraian Anggaran Realisasi Persen
(Rp) (Rp) (%)

DAK Bidang

6 Eer”maha”da” 2.909.817.000 | 2.909.817.000 | 100,00
awasan
Pemukiman

7 | DAK Bidang 32.655.564.000 | 31.451.584.563 | 96,31
Kesehatan
DAK Bidang

8 | Kelautan dan 360.000.000 | 359.029.000 | 99.73
Perikanan

g | DAKBidang Industri | 5454 000000 | 983.642.000 | 98,36
Kecil Dan Menengah

10 | PAK Bidang 187.500.000 | 187.500.000 | 100,00
Lingkungan Hidup

11 | DAK Bidang 1.485.000.000 | 1.464.760.000 | 98,64
Pertanian

12 | DAK Bidang ] 596.250.000 ;
Pariwisata

13 | DAK Bidang 15.113.737.000 | 14.811.926.385 | 98,00
Pendidikan

Sumber : BPKPD, 2020

b. DAK Non Fisik

Untuk Tahun 2020 DAK Non Fsik Kabupaten Maros terdiri dari DAK

Bantuan operasional PAUD, DAK tunjangan porfesi guru, DAK tambahan

penghasilan guru, DAK Bantuan Operasional Kesehatan, DAK Bantuan

Operasional KB, DAK tunjangan khusus guru, DAK dana pelayanan

Administrasi kependudukan, DAK Non fisik bidang pariwisata, DAK Non

fisik bantuan operasional Pendidikan kesetaraan. Rincian anggaran dan

realisasi DAK Non Fisik Kabupaten Maros tahun anggaran 2020 dapat

dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel. 2.11

Anggaran dan Realisasi DAK Non Fisik
Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2020

No Uraian Anggaran Realisasi Persen
(Rp) (Rp) (%)
Dana Alokasi
Khusus Non 124.700.444.024 | 124.238.194.647 | 99,63
Fisik
DAK Bantuan
1 | Operasional 4.975.200.000 5.144.437.500 | 103,40
PAUD
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No Uraian Anggaran Realisasi Persen
_ (Rp) (Rp) (%)

o | DAKTuUnjangan | o4 057 129,000 | 91.067.129.000 | 100,00
Profesi Guru

3 | DAK Tambahan 243.000.000 516.000.000 | 212,35
Penghasilan Guru
DAK Bantuan

4 | Operasional 20.447.621.024 | 22.653.303.024 | 110,79
Kesehatan

5 | DAK Bantuan 4.240.718.000 | 2.010.047.800 | 47,40
Operasional KB

g | DAK Tunjangan 246.860.000 | 599.720.000 | 242,94
Khusus Guru
DAK Dana

7 | Pelayanan Adm 1.363.166.000 | 1.355.386.158 | 99,43
Kependudukan

g | DAKNon Fisik 944.050.000 327.171.165 | 3466
Bidang Pariwisata
DAK Non Fisik

9 Bantuan
Operasional 1.172.700.000 | 565.000.000 | 48.18
Pendidikan
Kesetaraan

Sumber : BPKPD, 2020

f.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Penerimaan Pemerintah Kabupaten Maros yang bersumber dari
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri atas: Pendapatan Hibah;
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya;
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus; dan Bantuan Keuangan.

Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah pada tahun
anggaran 2020 direncanakan sebesar Rp. 270.692.554.000 dengan
realisasi sebesar Rp 230.237.642.488 atau sebesar 85,06 %. Adapun
rincian anggaran dan realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

pada tahun anggaran 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.
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Tabel. 2.12
Anggaran dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2020

No Uraian Anggaran Realisasi Persen
(Rp) (Rp) (%)
LAIN-LAIN
PENDAPATAN 270.692.554.000 | 153,272,138,308.53 | 56.62

DAERAH YANG SAH

1 | Pendapatan Hibah 50.918.800.000 31,944,710,000.00 | 62.74

Pendapatan Hibah

Daerah Lainnya

2 | Dana Bagi Hasil
Pajak dari Provinsi
dan Pemerintah
Daerah Lainnya

Dana Bagi Hasil Pajak
dari Provinsi

3 | Dana Penyesuaian

Khusus

Dana Desa 87.203.723.000

4 | Bantuan Keuangan 32.300.000.000 | 21,830,691,900.00 | 67.59

Bantuan Keuangan
dari Pemerintah
Daerah Provinsi
Lainnya

Sumber: BPKPD, 2020

Pendapatan hibah dari pemerintah daerah lainnya yang
dianggarkan sebesar Rp 50.918.800.000 namun tidak teralisasi pada
tahun 2020. Dana penyesuaian yang terdiri dari Dana Insentif Daerah
dan Dana Desa yang terealisasi hanya Dana Insentif Daerah yaitu
sebesar 100,00 % atau sebesar Rp. 44.575.588.000 sedangkan Dana
Desa tidak terealisasi. Realisasi penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak dari
Provinsi sebesar 98,61 %; serta Bantuan Keuangan dari Pemerintah
Daerah Provinsi Lainnya dengan realisasi sebesar 67,59 %.

Penerimaan dari bagi hasil pajak dari propinsi terdiri dari bagi
hasil pajak kendaraan bermotor, bagi hasil dari bea balik nama
kendaraan bermotor, bagi hasil dari pajak bahan bakar kendaraan
bermotor, bagi hasil dari pajak pengambilan dan pemanfaatan air

permukaan tanah, bagi hasil dari PLTA Bakaru, bagi_hasil dari_pajak
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dari Pemerintah 50.918.800.000 31,944,710,000.00 62.74

55.694.443.000 | 54,921,148,408.53 | 98.61

55.694.443.000 | 54,921,148,408.53 | 98.61

dan Otonomi 131.779.311.000 | 44,575,588,000.00 | 33.83

Dana Insentif Daerah 44 .575.588.000 44.575.588.000 100,00

32.300.000.000 | 21,830,691,900.00 | 67.59




LA